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KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nomor

KABUPATEN PURWAKARTA
PR.10.04/018-Sekre/2024

Lampiran : 1 (Satu) Rangkap

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 - 2026

Menimbang

Mengingat

KEPALA DINAS

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal
4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor : PER/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi
Pemerintah;

bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana
dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan
ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta;

Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);
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10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);



11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran
Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi,
Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi,
Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 910);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2010 Nomor 22, seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 236);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 237);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun
2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan
Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun
2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2008 Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 55 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan;

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 41 Tahun 2023
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan
Informatika.



MEMUTUSKAN :
Menetapkan

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026;

KEDUA :  Indikator Kinerja Utama ( IKU ) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan acuan ukuran kinerja yang
digunakan masing-masing unit kerja dilingkungan Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta
dalam  menetapkan rencana  kinerja  tahunan,
menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyususn
dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan
akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi
pencapaian kinerja esuai ddengan dokumen Rencana
Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Purwakarta Tahun 2024 - 2026 sebagai ukuran
keberhasilan dalam mencapai tujuan dan merupakan
ikhtisar hasil berbagai program dan kegaitan sebagai
penjabaran tugas dan fungsi organisasi;

KETIGA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purwakarta
Pada Tanggal : 17 Januari 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURWAKARTA
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Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR : PR.10.04/989-Sekre/2023
TANGGAL : 27 NOPEMBER 2023
TENTANG . INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024-2026
INDIKATOR TARGET SUMBER
NO | SASARAN STRATEGIS KINERJA SATUAN 2024 | 2025 | 2026 PENJELASAN FORMULASI DATA
1 | Meningkatnya Akuntabitas | Capaian SAKIP Predikat BB BB BB | Pengumpulan data dengan cara | Nilai Hasil SAKIP Diskominfo
Publik dan Kepuasan Perangkat Daerah mengukur kinerja, seperti data | Perangkat Daerah
Masyarakat terhadap pencapaian, kepuasan
Penyelenggaraan masyarakat, dikumpulkan
Pemerintahan Daerah sesuai dengan indikator yang
Indeks Kepuasan telah ditetapkan.
Masyarakat Indeks Kepuasan Predikat | Baik | Baik | Baik | perhitungan dari skor atau | Nilai predikat IKM Diskominfo
Masyarakat bobot yang diberikan dari survei | hasil Survei
kepuasan masyarakat | Kepuasan
dikumpulkan terhadap berbagai | Masyarakat
aspek layanan yang diberikan
oleh lembaga atau instansi.
2 | Meningkatnya Penyediaan | Indeks Sistem Poin 2,60 | 2,80 | 3,00 | Data yang diperoleh dari | Nilai Hasil Indeks Diskominfo
Infomasi Publik berbasis Pemerintahan penilaian atas setiap indikator | SPBE
Digital yang Akurat dan Berbasis Elektronik dikumpulkan dan diolah untuk
Akuntabel Berbasis Digital | (SPBE) menghitung nilai rata-rata dari
dan Data Statistik Sektoral setiap aspek yang dinilai.
Yang Akurat Indeks Keterbukaan Persen 97 98 99 | Nilai Indeks Keterbukaan | Nilai Indeks Diskominfo
Informasi Publik Informasi Publik didasarkan | Keterbukaan
pada evaluasi yang menyeluruh | Informasi Publik
terhadap sejumlah faktor yang
mengukur keterbukaan suatu
lembaga pemerintahan dalam
memberikan akses informasi
kepada publik




TARGET

INDIKATOR SUMBER
NO | SASARAN STRATEGIS KINERJA SATUAN 2024 | 2025 | 2026 PENJELASAN FORMULASI DATA
Cakupan pelayanan Persen 90 95 95 | Proses pengumpulan informasi | Data Statistik Sektoral Diskominfo
data statistik sectoral dari berbagai sumber, seperti Ig—'lcr)‘o;(fﬂm”—m X
survgl,. .Sensus’ Ca.tatan Jumlah Data Statistik
administratif, atau data lainnya | yang Dibutuhkan
yang relevan dengan sektor
tertentu.
3 | Meningkatnya Keamanan Presentase Layanan Persen 100 | 100 | 100 | Presentase Layanan | Jumlah Layanan Diskominfo
Data dan Informasi Pengamanan Pengamanan Informasi pada | Pengamanan Informasi
Pemerintah Daerah Informasi pada Perangkat ~ Daerah  yang 5:22 Esrr:;c;ﬁalfaaae;ah
Perangkat Daerah Teramankan merujuk pada | 7909

yang Teramankan

seberapa baik atau seberapa
besar bagian informasi yang
diproses atau diolah oleh
perangkat daerah telah
diamankan atau dilindungi dari
potensi ancaman keamanan
informasi.

Jumlah Perangkat
Daerah

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURWAKARTA
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